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ABSTRAK 
 

Zakat merupakan kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam setara 
dengan shalat, puasa dan haji. Sebagai suatu bentuk ibadah melalui harta kekayaan, 
zakat merupakan sumber pendanaan umat Islam dalam upaya penanganan 
kemiskinan. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam di 
samping mewujudkan kepentingan umum adalah memberikan bantuan kepada orang-
orang fakir. Seperti yang telah tertulis dalam QS. At-Taubah (9): 60 mengenai 
delapan golongan sasaran zakat, fakir miskin merupakan golongan yang disebutkan 
paling awal. Qur’an mengutamakan golongan ini karena tujuan zakat hendak 
menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan masyarakat Islam. Demi mencapai 
tujuan tersebut maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat harus 
mengoptimalkan proses pendistribusian dana zakat. Adapun pokok masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana distribusi dana zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah 
Zakat Cabang Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang diperoleh dari kegiatan di lapangan dengan sifat penelitian deskriptif 
analisis. Objek penelitian di lakukan di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan 
Branch Manajer Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Masalah dalam penelitian ini 
kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada 
naskah Undang-undang, Al-Qur’an, Hadits, dan juga pendapat ulama kontemporer. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian 
dana zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam 
menggunakan pendapat ulama Yusuf Qardhawi bahwa pendistribusian dana zakat 
diberikan kepada mereka yang termasuk  ke dalam delapan asnaf terutama kepada 
fakir miskin. Walaupun dalam pendistribusiannya Rumah Zakat Cabang Yogyakarta 
lebih mengutamakan mereka yang fakir dan miskin, akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan dapat diberikan kepada asnaf-asnaf yang lain seperti sabililla>h dan 
ga>rimin. Sedangkan menurut UU No.23 Tahun 2011 yang pendistribusian 
mengutamakan prinsip keadilan, pemerataan serta kewilayahan.  Pendistribusian 
lebih diarahkan kepada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan 
pemberian modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu.  

 
Kata kunci: Zakat, Distribusi Dana Zakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan 0543.b/UU/1987, tanggal 

22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Latin Huruf  Latin Keterangan 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 Sa' S| Es (titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha' H{ Ha (titik di bawah) ح

 Kha' Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z| Zet (titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan Ye ش

 Shad S{ Es (titik di bawah) ص

 Dhad D{ De (titik di bawah) ض

 Tha' T{ Te (titik di bawah) ط
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 Zha' Z{ Zet (titik di bawah) ظ

 Ain ‘- Komaterbalik (di atas)' ع

 Ghain G Ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ’- Apostrof ء

 Ya' Y Ye ي

B. KonsonanRangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap. 

Contoh : نزّل ditulis nazzala. 

 .ditulis bihinna بهنّ 

C. VokalPendek 

Fathah ( __َ ) ditulis a, Kasrah ( __ِ ) ditulis I, dan Dammah ( __ُ ) ditulis u. 

Contoh : َأحمد ditulis ah}mada. 

 .ditulis rafiqa رفِق 

 .ditulis s}aluha صلُح 
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D. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, 

masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

1. Fathah + Alif ditulis a 

 <ditulis fala فلا

2. Kasrah + Ya’ mati ditulis i 

 ditulis mi>s|a>q ميثاق

3. Dammah + Wawu mati ditulis u 

 dituli sus}u>l أصول

E. Vokal Rangkap 

1. Fathah + Ya’ mati ditulis ai 

 <ditulis az-Zuh}aili الزحيلي

2. Fathah + Wawumatiditulis au 

 ditulis t}auq طوق

F. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah 

diserap kedalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali 

bila dikehendaki lafaz aslinya. 

Contoh : المجتهدبداية ditulis Bida>yahal-Mujtahid. 
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G. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. 

 ditulis inna إن

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ ). 

 ditulis wat}’un وطء

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. 

 ditulis raba>’ib ربائب

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 

apostrof ( ’ ). 

 .ditulis ta’khużu>na تأخذون

H. Kata SandangAlif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. 

 .ditulis al-Baqarah البقرة

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, hurufا diganti dengan huruf syamsiyah yang 

bersangkutan. 

 .’<ditulis an-Nisa النساء
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  

م على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله و ب العالمين و الصلاة والسلاالحمدالله ر

له و أشهد أن محمد عبده  حده لا شر يكأشهد أن لا آله إلا ا الله وأصحابه أجمعين. 

 ورسوله
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Hukum Positif Tentang Distribusi Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta” 
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manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada 

seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena 

itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Prof. Drs. H. Akh Minhaji, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Dosen Penasehat 

Akademik. 

4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi 
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Agustina, Muhammad Iqbal Saimima dan Nugroho Susanto, terima kasih 

telah menjadi tempat berkeluh kesah dalam suka duka selama ini, terima kasih 

telah memberi warna dalam persahabatan kita. 
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berkah kesehatan untuk bapak dan ibu. 

10. Ibu Diana Butar Butar selaku ibu kos selama 4 tahun kuliah di UIN serta kaka 
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 BAB I 

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG 

DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI LEMBAGA RUMAH ZAKAT CABANG 

YOGYAKARTA 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat 

Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah 

haji. Namun demikian, zakat juga tergolong ibadah ma>liyah, yaitu ibadah melalui 

harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal ini 

yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa 

dan haji, yang manfaatnya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat 

bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah 

mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa 

besar cinta hamba kepada penciptanya daripada dengan hartanya.1 

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber 

dana untuk pengembangan ajaran Islam dan sebagai pendanaan dalam perjuangan 

bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Tempat yang dijadikan pengelolaan 

sumber-sumber tersebut adalah masjid, surau, atau langgar.2  

                                                            
1 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), 

hlm.375. 
 
2 Ibid., hlm 390. 
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Saat itu seorang ulama kenamaan, Muhammad Arsyad Al Banjari, telah 

menggulirkan gagasan brilian tentang zakat. Menurutnya, zakat tidak hanya bersifat 

konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan 

secara berkesinambungan oleh mustahik. Zakat yang hanya konsumtif tidak akan 

mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Zakat yang bersifat 

konsumtif tidak akan membantu mereka untuk menjadi mandiri, justru mereka akan 

menjadi semakin malas. Hal ini berakibat bahwa pengelolaan zakat yang bertujuan 

untuk membantu mengentaskan kemiskinan, justru membantu menyuburkan 

kemiskinan.3 

Oleh karena itu, menurut Al Banjari, pola alokasi zakat harus dibagi ke dalam 

tiga kategori. Pertama, bagi fakir miskin yang tidak memiliki keterampilan, 

hendaknya tidak diberi emas, perak, atau uang, tetapi berupa barang atau 

keterampilan dan keahlian yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama serta 

dapat membuat mereka menjadi lebih mandiri. Kedua, bagi fakir miskin yang 

memiliki keterampilan, diberikan alat-alat keterampilan yang dibutuhkan dalam 

mewujudkan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Ketiga, bagi fakir 

miskin yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum memenuhi kebutuhan hidupnya, 

mereka diberi modal usaha agar dapat berdagang sebagai pemasukan hidupnya, sebab 

ada hadits yang berkata bahwa 9 dari 10 rezeki terdapat pada perniagaan.4 

                                                            
3 Ibid. 
 
4 Ibid., hlm. 391. 
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Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang 

berperan dalam pelaksanaannya. Karena sistem zakat pada dasarnya adalah suatu 

sistem pengalihan kekayaan (pendapatan dan pemilikan) dan mobilitas modal untuk 

pembangunan kelompok lemah dalam sistem yang jelas dan terarah. Mobilitas 

tersebut bukan hanya sekedar diarahkan pada pemerataan pendapatan, tetapi juga 

mencakup pemerataan kepemilikan.5 

Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam juga 

jelas. Karena dalam zakat ada unsur memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, 

di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Dampak zakat yang 

demikian itu dapat di ketahui secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat ini. Allah 

berfirman tentang distribusi zakat ini,  

 فى و قلوبهم ةالمؤلف و عليها والعملين والمسكين للفقراء قت الصد نما إ

6"حكيم عليم واالله قلى االله من ضةيفر لىق السبيل وابن االله سبيل وفي والغرمين الرقاب  

Kedelapan golongan ini, sebagian di antara mereka ada yang menerima zakat 

untuk memenuhi kebutuhannya. Ada sebagian mereka yang menerima zakat karena 

keperluan kaum muslimin kepadanya. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-

orang yang berhutang, orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan orang-orang 

yang memerdekakan budak, menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Ada juga sebagian di antara mereka menerima zakat itu karena keperluan manusia 

                                                            
5 Rustam  Efendi, Produksi dalam Islam, cet.ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insani Press dan 

MSI UII, 2003), hlm. 64. 
 
6 Q.S. At Taubah (9) : 60. 
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kepadanya, seperti orang yang berhutang menerima zakat itu bertujuan untuk 

mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai. Begitu juga para amil zakat dan 

orang-orang yang jihad di jalan Allah. Dengan demikian, kita mengetahui sejauh 

mana kemanfaatan zakat itu bagi masyarakat.7 

Seperti sudah disebutkan, sasaran (masarif) zakat sudah ditentukan dalam 

Surah At Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua adalah fakir 

dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini 

menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan 

dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.8  

Oleh karena itu, mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan 

menyantuni fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang 

utama, maka Al-qur’an lebih mengutamakan golongan ini. Dalam beberapa hadis 

Rasulullah saw. telah mengatakan kepada Mu’az tatkala ia ditugaskan ke Yaman:  

9    ئهم فقرا إلى وترد ئهم أغنيا من تؤخذ الزآاة لهم بأن إعلموا 
 
  Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum dan merupakan suatu 

keharusan adanya norma/aturan/hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya. 

Sebagai institusi yang terwujud melalui perjanjian, institusi negara harus berupa 

negara hukum, karena perjanjian soal kesepakatan bersama, produk hukum, bukan 

                                                            
7 Syaikh Muhammad bin Shalih Al Ustman, Fiqh Zakat Kontemporer, terjemahan oleh 

Ghazali Mukri, cet.ke-1 (Solo : Al Qowam. 2011), hlm 13-14. 
 
8 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat 

Berdasarkan Qur’an dan Hadits (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996), hlm. 510. 
 
9 Ibid. 
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produk kekuasaan perorang, kelompok atau golongan. Negara hukum adalah negara 

yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang 

dikuasai atau diperintah harus tunduk dan taat pada hukum. Supremasi hukum berada 

di atas segala-galanya dalam sebuah negara hukum.10 

Dalam rangka mengoptimalisasikan pengelolaan dana zakat maka 

dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan UU No.23 tahun 2011. Dengan keluarnya UU tersebut, terdapat 

kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pada saat ini pengelolaan zakat 

dapat pula dikelola oleh lembaga swasta dengan pendirian Lembaga Amil Zakat. 

Baik BAZ yang dikelola oleh pemerintah maupun LAZ yang dikelola oleh swasta 

diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, 

dan transparan. 

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Amil 

Zakat yang telah memiliki pengelolaan secara profesional. Rumah Zakat diharapkan 

dapat memberikan wadah bagi muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat 

sebagai salah satu ibadah wajib yang ada dalam rukun Islam. Sebagaimana umumnya 

LAZ di tempat-tempat lain, LAZ ini dimaksudkan sebagai wadah pengelola, 

penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah 

                                                            
10 Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif 

Islam dan Ketatanegaraan (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm. 9-10. 
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dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat 

islam dalam pembangunan nasional.11 

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta telah memiliki legalitas sebagai salah satu 

LAZ yang berkompeten dan telah terbukti memajukan masyarakat dengan program-

program zakatnya serta mampu menyentuh lapisan masyarakat paling bawah yang 

selama ini belum tersentuh oleh pemerintah. Hal itu tentu harus kita apresiasi sebagai 

sebuah lembaga yang telah dipercaya oleh masyarakat. Namun, walaupun telah 

menjadi lembaga zakat yang profesional, permasalahan yang sering muncul adalah 

bagaimana standar penyaluran dana yang diterapkan di Rumah Zakat Cabang 

Yogyakarta dan digunakan untuk sektor apa saja dana dari para muzakki. Hal ini 

tentu harus kita ketahui mengingat akhir-akhir ini banyak sekali pengetahuan-

pengetahuan yang berkembang tentang zakat, bahwa saat ini zakat tidak hanya 

disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif melainkan lebih kepada 

pemberian dana yang mendukung investasi atau bisa disebut dengan zakat produktif. 

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta merupakan salah satu lembaga zakat yang 

dalam pengelolaannya memungut dana zakat dari para muzakki  dan 

mengoptimalisasikan pendistribusian dana zakat. Mengingat perhatian yang diberikan 

oleh pemerintah begitu besar yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didukung dengan keluarnya Peraturan 

                                                            

11 Ai Susanti “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta 
(Tinjauan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011)”, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga (2014). 
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Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

Dari pemaparan di atas, sejauh mana zakat dapat menjalankan fungsinya 

sebagai salah satu cara menangani kemiskinan yang ada di Indonesia, serta 

bagaimana peran UU dalam proses pendistribusian sehingga dapat mencapai tujuan 

utama zakat, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tinjauan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam   tentang  Distribusi Dana Zakat 

di Lembaga Rumah Zakat Cabang Yogyakarta.” 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok 

yang akan diuraikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah distribusi dana zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta 

ditinjau dari perspektif hukum positif?  

2. Bagaimanakah distribusi dana zakat di Rumah Zakat  Cabang  Yogyakarta 

ditinjau dari perspektif hukum Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah : 

1) Untuk mengetahui distribusi dana zakat di Rumah Zakat Cabang 

Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum positif. 
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2) Untuk mengetahui distribusi dana zakat di Rumah Zakat Cabang 

Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum Islam. 

3) Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori tentang 

bagaimana distribusi dana zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat 

Cabang Yogyakarta dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa 

muamalat serta dapat dijadikan sebagai sumber tambahan referansi dalam 

dunia akademis. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam 

menambah wawasan pengetahuan serta referensi keilmuan mengenai 

lembaga amil zakat. 

2) Bagi penyusun, diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat 

menambah  wawasan  berfikir  penyusun   terutama   melalui   pemecahan 

masalah berkaitan dengan pengelolaan dana di lembaga amil zakat.  

D. Telaah Pustaka 

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus mengenai ”Tinjauan Hukum 

Positif dan Hukum Islam tentang Distribusi Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang 

Yogyakarta” belum ada. Namun penelitian dengan studi kasus Rumah Zakat Cabang 
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Yogyakarta pernah dilakukan oleh Saudari Ai Susanti dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang 

Yogyakarta (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011).” Penelitian ini 

membahas tentang implementasi praktik dari pengelolaan zakat profesi di Rumah 

Zakat Cabang Yogyakarta berdasarkan UU No.23 tahun 2011 dan bagaimana cara 

penghitungan zakat profesi yang ada di lembaga zakat tersebut. Hal ini tentu sangat 

berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, meskipun objek yang 

digunakan sama yaitu Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Peneliti sebelumnya hanya 

membahas mengenai praktek pengelolaan zakat profesi dan penghitungannya, 

sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah mengenai distribusi dana 

zakat yang dilakukan, lebih kepada cara penyaluran dana baik secara konsumtif 

maupun produktif. 

Penelitian selanjutnya dari Yasin Baidi dengan judul “ Zakat dan Perubahan 

Sosial: Telaah Terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat Oleh Rumah 

Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”12, penelitian ini hampir mirip 

dengan yang akan penyusun teliti, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penyusun akan melihat pola pendistribusian dana zakat secara 

khusus ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yaitu Udang-undang No.23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 

                                                            
12 Yasin Baidi, “Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah Terhadap Interpretasi dan Mekanisme 

Alokasi Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta, Tesis Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Penelitian dari Saifuddin yang berjudul “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: 

Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat)”13, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa apabila 

distribusi dana zakat dapat dimaksimalkan, maka akan mengubah kehidupan para 

mustahik menjadi muzaki. 

Penelitian saudara Putra Ramadhan dengan judul “Proses Pengumpulan dan 

Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)”14, 

penelitian ini membahas tentang proses pengumpulan dan pendistribusian zakat 

profesi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian 

dana zakat profesi ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwa proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat profesi di BAZDA Kota 

Bengkulu telah sesuai dengan hukum Islam. 

Selanjutnya penelitian saudara Faqih El Wafa yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard} Al-H{asan di 

PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) Cabang Yogyakarta”,15 penelitian ini 

menjelaskan mengenai status hukum distribusi dana zakat menggunakan akad Al-

                                                            
13  Saifuddin, “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi 

terhadap UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”,Jurnal Az-Zarqa’ diterbitkan oleh 
Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 

 
14 Putra Ramadhan, “Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota 

Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)”, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2012. 

 
15 Faqih El Wafa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-

Qard} Al-H{asan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) Cabang Yogyakarta”, Skripsi mahasiswa 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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Qard} Al-H{asan di PKPU Cabang Yogyakarta. Peneliti menyimpulkan bahwa 

pendistribusian dana dengan akad Al-Qard} Al-H{asan kurang tepat karena dengan 

sistem pinjaman yang dikembalikan kepada pengelola secara tidak langsung telah 

mendzalimi mustahik pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak 

dipindahkan kepada orang lain.  

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas, dapat penyusun 

uraikan perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, walaupun 

sama-sama membicarakan pengenai pendistribusian zakat, namun secara objek 

bahasan terdapat perbedaan. Penyusun dalam penelitian ini lebih mengkaji pada 

distribusi dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif yang mengacu pada 

hukum positif yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat dan  hukum  Islam  sebagai  suatu  bentuk kontribusi lembaga amil 

zakat dalam mengentaskan kemiskinan. 

E. Kerangka Teoretik 

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu memberikan kepada 

orang yang berhak menerima (mustahik) secara konsumtif dan dapat pula diberikan 

secara produktif atau dengan cara memberikan modal, dengan kata lain zakat dapat 

dikembangkan dengan pola investasi.16 Berdasarkan sifatnya distribusi dana zakat 

untuk bantuan pemberdayaan terbagi menjadi tiga yaitu: 

                                                            
16 Ismail Nawawi, Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi  (Surabaya: Putra Media 

Nusantara, 2010), hlm. 67. 
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1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan secara hibah artinya antara 

mustahik dan pengelola tidak ada ikatan dan tanggung jawab setelah dana 

zakat tersebut diberikan. 

2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan oleh pengelola zakat kepada 

mustahik dengan sistem qard}ul hasan yaitu berupa pinjaman modal akan 

tetapi ketika mengembalikan tidak boleh ada tambahan yang harus 

diberikan oleh mustahik kepada pengelola. 

3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik mungkin 

boleh berupa pembiayaan, akan tetapi tidak boleh ada ikatan seperti 

s}ahibul mal dengan mud}arib dalam penyaluran zakat.17 

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara 

konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat 

mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana secara produktif, bentuk inovasi 

distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut: 

1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada 

mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang 

diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. 

2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk 

lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat 

sekolah atau beasiswa. 
                                                            

17 Hasan Ismail, www.hasanismail.blogspot.com, diakses pada 3 Juni 2015. 
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3) Distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam 

bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, 

dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan 

suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. 

4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam 

bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah 

modal pedagang pengusaha kecil.18 

Zakat merupakan ibadah kebendaan dan sosial kemasyarakatan (ma>liyah 

ijtima>’iyyah) dan memegang peranan penting untuk mewujudkan pemerataan 

keadilan dalam ekonomi dan sebagai salah satu upaya membangun kesejahteraan 

umat.19 Islam menghargai harta, maka harta dalam pandangan Islam adalah penegak 

hidup dan pembangun undang-undang hidup perseorangan dan masyarakat. Firman 

Allah SWT : 

20...قياما لكم االله جعل لتىا اموالكمولاتؤتوالسفهاء  

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta hendaknya dibagi secara merata agar 

dapat menjamin kecukupan hidup seseorang baik pakaian, tempat tinggal dan semua 

kebutuhan pokok hidupnya. Jalan yang baik dan paling utama untuk membagi harta 

antara masyarakat dan untuk memperoleh kecukupan hidup ialah zakat. Zakat itu 

                                                            
18 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.153-154. 
 
19 Ahmad Rafiq, Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hlm. 297. 
 
20 Q.S. An Nisa’(4) ayat 5. 
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selain daripada tidak menyempitkan orang kaya, juga mengangkat taraf hidup orang 

fakir kepada batas kecukupan.21 

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa harta zakat hendaklah dibagikan kepada 

semua mustahik apabila harta itu banyak dan semua sasaran ada. Tidak satu sasaran 

pun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Akan tetapi, tidak 

wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya, tergantung pada 

jumlah dan kebutuhan masing-masing sasaran. Diperbolehkan pula memberikan 

semua zakat pada sebagian sasaran tertentu, dan hendaknya mengutamakan golongan 

fakir miskin karena memberikan kecukupan pada fakir miskin merupakan tujuan 

utama yang hendak dicapai oleh zakat. Akan tetapi, ketika mustahik diperkirakan ada 

semua, maka mestilah diberikan pada semua mustahik walaupun tidak wajib 

mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya.22  

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pendayagunaan zakat merupakan 

sebuah keniscayaan atau keharusan pada setiap pengelola zakat. Dalam kaitan ini, 

amil zakat ketika menyalurkan zakat yang dihimpun dan dikelolanya perlu 

memperhatikan beberapa hal, yaitu :  

a. Pada prinsipnya zakat adalah milik dan hak mustahik (QS 9: 60) tidak 

boleh zakat disalurkan kepada mereka yang bukan mustahik.  

                                                            
 
21 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 221. 
 
22 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat ..., hlm. 670. 
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b. Kata-kata fuqara (orang-orang fakir) dan masa>kin (orang-orang miskin) 

dan juga yang lainnya menunjukkan bahwa semakin banyak mustahik 

yang menerima akan semakin baik dan utama, misalnya jika zakat itu 

disalurkan untuk keperluan pembiayaan usaha para mustahik (zakat 

produktif).  

c. Jika dana zakat relatif lebih sedikit dibanding dengan jumlah mustahik, 

maka dana tersebut boleh digulirkan dalam bentuk pinjaman yang 

dikembalikan oleh mustahik, untuk kemudian disalurkan kembali kepada 

mustahik yang lain.  

d. Inti dari pemberian zakat sesunguhnya adalah tercukupinya kebutuhan 

hidup para mustahik sepanjang hidupnya (menurut pendapat Umar bin 

Khatab yang diikuti oleh para ulama di kalangan mazhab Syafi’i dan 

mazhab/imam Ahmad bin Hambali).  

e. Seluruh ulama sepakat bahwa dana zakat boleh dipergunakan untuk biaya 

pendidikan mustahik, seperti pemberian beasiswa, membeli buku-buku 

dan alat-alat belajar. Hanya saja perlu diperhatikan hal-hal seperti ; 

bidang studi yang dipelajari adalah yang dibutuhkan bagi kemajuan 

agama dan umat Islam. Ikatan antara lembaga zakat dengan penerima 

beasiswa, misalnya apa yang akan dilakukannya terhadap lembaga zakat 

setelah lulus, pembinaan yang terus menerus dilakukan, sehingga setiap 

penerima beasiswa diharapkan menjadi kader umat.  
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f. Para ulama juga sepakat zakat bisa digunakan untuk kepentingan 

kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lain dari para mustahik. Intinya 

ialah bahwa segala sesuatu untuk kepentingan mustahik boleh 

mempergunakan dana zakat.  

g. Perlu disadari bahwa keberhasilan badan/lembaga zakat bukan semata-

mata ditentukan oleh kemampuan dalam menarik dan mengumpulkan 

dana zakat, akan tetapi juga pada kemampuan dalam menyalurkannya 

secara tepat, benar dan bermanfaat.23 

Dalam sebuah negara, zakat memiliki peranan yang sangat penting, selain 

sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia demi terwujudnya 

kehidupan aman, sejahtera, dan berkeadilan, zakat juga bisa menjadi instrumen 

pengentasan kemiskinan. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan 

negara. Perkataan zakat yang disebut dalam Al-qur’an sebanyak 82 kali dan selalu 

dirangkaikan dengan shalat, dalam logika fiqh menunjukkan betapa penting dan 

strategisnya peranan zakat dalam kehidupan umat Islam.24 

Upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat terwujud 

dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi  Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang 

tersebut, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

                                                            
23 Ahmad Istanto , www.syariah99.blogspot.com, diakses pada 17 November 2014. 

24 M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, Shoutheast Asia Zakat Movement, cetakan 1 
(Jakarta: Forum Zakat, 2008 ), hlm. 36.  
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pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat.25 Di dalam undang-undang tersebut diakui dua organisasi yang 

bertugas sebagai pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya 

disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional.26 Kemudian Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah 

lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.27 Keduanya diharapkan mampu 

melakukan pengelolaan zakat yang tentunya memberi kontribusi bagi kelancaran 

pelaksanaan zakat. 

Sebagaimana dijelaskan dalan Pasal 3 Undang-undang Zakat bahwa 

pengelolaan zakat bertujuan : 

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam rangka 

pengelolaan zakat, dan 

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

menyebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Zakat adalah harta yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang 

berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Di dalam undang-undang tersebut 

                                                            
25 Pasal 1 ayat (1). 
 
26 Pasal 1 ayat (7). 
 
27 Pasal 1 ayat (8). 
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juga disebutkan di dalam Pasal 25 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada 

mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Pasal 26 menjelaskan bahwa 

pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan 

skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 

Prinsip pemerataan yang dimaksud merupakan hasil pendataan dan penelitian 

kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, 

sabililla>h, dan ibnu sabil. Kemudian prinsip keadilan adalah mendahulukan orang-

orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan 

sangat memerlukan bantuan. Keadilan dalam ekonomi Islam adalah ketika semua 

dapat merasakan rejeki yang Allah berikan kepada hambanya melalui dana zakat. 

Prinsip kewilayahan adalah bahwa dalam mendistribusikan dana zakat hendaknya 

mendahulukan mustahik yang ada di wilayah kerja lembaga amil zakat.28 

 Salah satu pengelolaan zakat adalah dengan Pendayagunaan Zakat yaitu 

dalam Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha 

produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.29  

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. 

Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah sedekah wajib. Dengan 

                                                            
28  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang 

Pelaksanaan UU No.38 Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat. 
 
29 Pasal 27 ayat (2). 
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terlaksananya lembaga zakat dengan baik dan benar, diharapkan kesulitan dan 

penderitaan fakir miskin dapat berkurang. Pengelolaan zakat yang berdasar pada 

prinsip-prinsip pengaturan baik jelas akan meningkatkan manfaat yang nyata bagi 

kesejahteraan masyarakat.30 Pengelolaan zakat dapat dikatakan berhasil apabila zakat 

tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini tentu sangat tergantung dari 

manajemen yang diterapkan oleh lembaga amil zakat dan peran pemerintah dalam hal 

ini mengeluarkan aturan-aturan mengenai zakat. 

Pemerintah sangat mendukung adanya optimalisasi pengelolaan zakat yang 

dituangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan untuk 

mengakomodir kepentingan LAZ, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan  Zakat. Dengan  adanya  peraturan  ini  maka  diharapkan   zakat 

dapat dikelola secara optimal agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian secara rinci satu 

subjek tunggal, yang dalam hal ini penyusun peroleh berdasarkan data dari 

lapangan, yaitu Rumah Zakat Cabang Yogyakarta.  

                                                            
30 Lukitofatwa.blogspot.com, diakses pada 10 November 2014. 
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b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Dimana data yang terkumpul bersifat pengamatan dari 

awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan 

jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan 

informasi akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang 

maksimal di dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang 

berbagai variable sosial.31 

c. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, 

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis 

pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah 

hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.32 

d. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan 

data melalui wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data 

                                                            
31 S. Nasution, Metode Research (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 24. 
 
32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat  

(Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52. 
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yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih 

dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.33 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam. Wawancara penyusun lakukan dengan 

menggali informasi langsung dengan manajer Rumah Zakat Cabang 

Yogyakarta untuk tujuan penelitian  dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama.34 

 

2) Observasi 

Teknik observasi yaitu pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan 

data terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Observasi sebagai alat pengumpul data ini banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 

                                                            
33Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.138. 
 
34 Ibid., hlm. 139. 
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dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam 

situasi buatan.35 

e. Analisis Data  

Dari data yang terkumpul penyusun mencoba menganalisis menggunakan 

metode deduktif, yaitu menganalisis teori-teori yang bersifat umum ke 

khusus setelah melakukan pengkajian atas data yang ada di lapangan. 

Dalam hal ini penyusun terlebih dahulu menjelaskan berbagai hal 

mengenai teori-teori dan undang-undang yang berhubungan dengan zakat 

dan pengelolaannya setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan 

yang terjadi di lapangan. 

Berikut beberapa data yang akan penyusun telusuri dengan menggunakan 

metode deduktif : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penyusun yang 

dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada 

pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek yang diteliti, dalam hal ini diperoleh melalui buku-buku ataupun 

undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian bisa 

dari jurnal dan artikel yang diakses  dari  internet juga menjadi sumber 

data sekunder dalam penelitian ini. 

                                                            
35 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 84. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian 

dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis agar hasilnya dapat 

diperoleh secara optimal.  Penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang akan 

menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang 

permasalahan penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini: 

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah yaitu dasar permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka yaitu tinjauan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya mengenai zakat, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir 

sistematika pembahasan.  

Bab Kedua, merupakan landasan teori, penyusun mencoba memaparkan 

secara teoretis mengenai tinjauan umum zakat dan pengelolaannya, di antaranya : 

dasar distribusi zakat, apa yang dimaksud dengan distribusi zakat, distribusi zakat 

dalam Islam, distribusi zakat dalam hukum positif dan managemen zakat.  

Bab Ketiga, penyusun akan membahas tentang pengelolaan zakat di Rumah 

Zakat Cabang Yogyakarta, yang di dalamnya memaparkan tentang gambaran umum 

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, visi misi dan struktur organisasi Rumah Zakat 

Cabang Yogyakarta, program-program kerja Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, dan 

distribusi dana zakat  yang ada di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam perspektif 

hukum positif dan perspektif hukum Islam. 
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Bab Keempat, membahas tentang analisis terhadap distribusi dana zakat di 

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta yang di dalamnya memuat analisis tentang 

pelaksanaan distribusi dana zakat di Rumah Zakat Cabang Yoryakarta berdasarkan 

hukum positif yang ada di Indonesia, analisis pelaksanaan distribusi dana zakat di 

Rumah Zakat Cabang Yoryakarta berdasarkan hukum Islam. 

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan  mengenai pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya disertai dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih 

lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dari segi hukum Islam, pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh 

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa dana zakat tidak harus 

diberikan kepada seluruh mustahik (delapan asnaf) akan tetapi 

mengutamakan dua golongan yaitu fakir dan miskin, karena tujuan utama 

zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun demikian tidak 

semua dana zakat diberikan kepada fakir miskin, dengan prosentase yang 

berbeda dana zakat juga diberikan kepada sabililla>h yang konsisten 

memberi pembinaan kepada muallaf , akan tetapi muallaf tidak diberikan 

dana zakat, padahal di dalam QS. At-Taubah jelas disebutkan bahwa 

muallaf berhak menerima dana zakat. Muallaf akan diberi dana zakat 

apabila mereka termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Pendistribusian 

lainnya diberikan kepada golongan yang tertimpa bencana alam. Menurut 

Yusuf Qardhawi golongan ini masuk dalam kategori ga>rimin, sehingga 

wajib memberikan dana zakat kepadanya.   

2. Dari segi hukum positif, pendistribusian dana zakat dilakukan 

berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dengan berdasarkan 

prinsip skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 
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keadilan dan kewilayahan. Rumah Zakat telah memiliki program-program 

yang terencana serta wilayah sasaran zakat yang jelas. Selain itu tujuan 

Rumah Zakat untuk menjadi partner pemerintah dalam mensukseskan 

program MDGs juga telah dilakukan salah satunya melalui program 

mengentaskan kemiskinan serta memberikan pendidikan gratis pada 

tingkat dasar sampai perguruan tinggi.  

B. Saran  

1. Walaupun Rumah Zakat merupakan lembaga yang profesional dan telah 

mendapatkan banyak penghargaan serta kepercayaan dari para muzaki, ke 

depan diharapkan pengelolaan zakatnya lebih baik lagi terutama masalah 

pendistribusian dana zakat agar lebih banyak mustahik yang merasakan 

manfaat dana zakat tersebut sehingga tercapai tujuan zakat dalam 

mengentaskan kemiskinan. 

2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program Rumah Zakat 

harus lebih gencar lagi agar masyarakat tahu pentingnya berzakat dan 

manfaat zakat yang mereka bayarkan untuk para mustahik. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 
 

No Hlm F.N Terjemahan 
BAB I 

1 3 6 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya 
(muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 
(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah 
dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 
kewajiban dari Allah. Allah Maha Mwngetahui, Maha 
Bijaksana. 

2 4 9 
Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat 
yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada 
golongan miskin. 

3 14 20 

Dan jaganlah kamu serahkan kepada orang yang belum 
sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam 
kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok 
kehidupan 

BAB II 

4 31 7 

Dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang 
(pembagian) sedekah (zakat), jika mereka diberi bagian, 
mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian 
tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar 
rida dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah 
dan Rasuln-Nya dan berkata, “Cukuplah Allah bagi kami, 
Allah dan Rasul-Nya akan memberi kepada kami sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang 
berharap kepada Allah  

5 39 18 

Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali lima hal. 
Pertama, orang berperang di jalan Allah. Kedua, karena 
jadi amil. Ketiga, orang berutang. Keempat, orang yang 
membeli barang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang 
yang tetangganya seorang miskin itu, maka dihadiahkannya 
kembali kepada orang kaya itu pula. 

BAB IV 

4 93 4 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya 
(muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 
(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah 
dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 
kewajiban dari Allah. Allah Maha Mwngetahui, Maha 
Bijaksana. 



 



Pedoman Wawancara 
 

1. Kapan berdirinya lembaga Rumah Zakat ? 
2. Apa Visi dan Misi dari Rumah Zakat Cabang Yogyakarta? 
3. Bagaimanakah struktur organisasi dari Rumah Zakat Cabang Yogyakarta? 
4. Program apa saja yang dilakukan oleh Rumah Zakat  di dalam  pendistribusian 

zakatnya? 
5. Bagaimanakah  pelaksaan  program  tersebut,  apakah  selama  proses  

pelaksanaannya menghadapi kendala?  
6. Apakah  pendistribusian dana  zakat   di  Rumah  Zakat  Kota  Yogyakarta  sudah  

sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  Zakat? 
7. Dari manakah sumber dana zakat yang diperoleh? 
8. Diantara kedelapan ashnaf yang berhak untuk menerima zakat, manakah yang  lebih 

di prioritaskan? 
9. Bagaimanakah sistem pendataan mustahik? 
10. Apakah dana zakat di distribusikan ke semua wilayah di DIY atau hanya daerah 

tertentu? 
11. Standar atau kriteria seperti apa yang dikenakan pada mustahik? 
12. Berapa besarnya dana zakat yang diberikan kepada mustahik? 
13. Apakah semua mustahik mendapatkan dana zakat dengan jumlah yang sama? 
14. Apakah bentuk dukungan Lembaga Rumah Zakat terhadap mustahiknya? 
15. Apakah  ada  kendala  yang  menghambat  dalam  proses  pendistribusian di Rumah 

Zakat Cabang Yogyakarta? 
16. Apakah landasan hukum yang dijadikan pedoman di dalam pendistribusian dana 

zakat? Hukum islam maupun hukum positif. 
17. Bagaimanakah legal formal dari Rumah Zakat tersebut? 
18. Apakah  ada  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  terkait  untuk  optimalisasi  

Pendistribusian dana zakat? 
19. Bagaimanakah cara pemberian dana kepada para mustahik? 
20. Apakah dana diberikan secara konsumtif atau produktif?  
21. Melihat  fenomena  di  Kota  Yogyakarta  dimana  sering  terlihat  adanya  keberadaan 

pengemis  dan  gelandangan,  bagaimanakah  pandangan  dan  penanganan  Rumah  
Zakat  sendiri  mengenai  hal  tersebut,  apakah  mereka  termasuk kepada delapan 
golongan orang yang berhak menerima zakat? 

22. Bagaimanakah sikap Rumah Zakat apabila ada muzakki yang menginginkan  dana 
dari zakatnya untuk di salurkan ke wilayah tertentu? 



Transkip Hasil Wawancara 

 

1. Program apa saja yang dilakukan oleh RZ terkait dengan pendistribusian dana zakat? 
Untuk kegiatan pendistribusian atau kita biasanya menyebutnya dengan penyaluran ya 
eee di RZ itu secara garis besar kita meliputi empat rumpun bidang pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan ekonomi sama kelestarian. Kelestarian lingkungan itu 
mencakup siaga bencana dan pengembangan kapasitas pemuda, termasuk juga 
misalnya sejenis ee sarana air bersih dan sebagainya kampung lestari kaya gitu, kalo 
yang ehm pemberdayaan ekonomi itu kita ada bantuan wirausaha sama dalam bentuk 
bantuan peternakan gaduh domba gaduh sapi gitu, itu untuk sentra-sentra peternakan, 
trus kemudian untuk yang pendidikan kita ada eee bantuan penyaluran pendidikan di 
sekolah juara bagi kantor cabang atau kalo di Jogja kan sudah ada SD juara ya yang di 
jalan Gayam dan bentuk itu itu sekolah gratis untuk ee siswa yatim maupun dari 
keluarga dhuafa yang tidak mampu (semua yang sekolah disitu gratis?) semuanya 
gratis he’e bahkan ya kita tidak memungut biaya satu rupiah pun bahkan kita 
memberikan fasilitas entah itu seragam , alat tulis, kemudian buku-buku dan 
sebagainya itu kemudian juga dalam bentuk penyaluran beasiswa yang diluar sekolah 
juara, jadi sekolahnya di sekolah umum ya tersebar di wilayah Jogja tapi 
mendapatkan santunan beasiswa dari Rumah Zakat, he’e namanya beasiswa ceria itu 
dari jenjang ee SD sampai dengan mahasiswa, (kalau untuk beasiswa ceria itu 
kriterianya seperti apa mba, apa juga) kriterianya dia yatim maupun dari keluarga 
yang dhuafa (ooooo) jadi tetap melalui mekanisme eee apa itu ya istilahnya survei 
diseleksi dulu dan dilakukan visit ke tempat tinggalnya itu untuk yang pendidikan. 
Terus juga pengembangan kapasitas potensi anak terus ada gizi sang juara itu juga 
pengembangan gizi untuk anak-anak di SD Juara kemudian untuk yang kesehatan kita 
ada klinik bersalin gratis di Jogja itu ada di jalan Paris km 10 (emm itu khusus ?) 
khusus ibu-ibu melahirkan kemudian khitan gratis terus juga layanan kesehatan umum  
pratama jadi sama halnya seperti layanan umum di puskesmas he’e seperti itu, 
kemudian juga ada layanan ambulan gratis sama mobil jenazah (itu kriterianya juga 
sama yang dhuafa) kalo untuk yang eee ibu melahirkan kemudian ee khitanan itu 
memang untuk yang dhuafa atau kurang mampu tapi kalo untuk yang pemeriksaan itu 
kita membuka untuk umum fasilitas umum juga tentu dikenakan tarif eee seperti 
halnya di luar tapi kalau tarif di Rumah Zakat lebih rendah daripada di luar kalo untuk 
yang umum gitu, kemudian ambulan mobil jenazah itu juga bisa diakses umum. 
 

2. Dalam proses pelaksanaannya itu apakah terjadi kendala-kendala? 
Kalo kendala kalo dari sisi ee pendistribusian ya penyaluran kita biasanya ee dari sisi 
ya lebih ke kendala teknis sih sebenarnya, jadi misal ee ketersediaan armada untuk 
misal pelayanan armadanya dua tapi ternyata yang reques ada tiga gitu kan, nah itu 
kan kalo waktunya bersamaan kita jadi tidak bisa akomodir semua trus kemudian 
kendala-kendala lebih kepada edukasi ke para membernya, kita biasanya kan 
menyebut penerima manfaat itu atau mustahi itu member he’e, ee misal untuk anak 



sekolah yang mendapakan beasiswa ceria tadi kita kan juga memberlakukan syarat 
misal hadir dalam pembinaan rutin yang berikan sama RZ ketika tidak hadir itu kan 
juga ee kita biasanya akan mengalihkan ke anak yang memang punya komitmen 
untuk hadir dalam pembinaan, nah itu juga menjadi salah satu kendala itu, tapi tidak 
kemudian kita menghentikan penyalurannya tapi kita mengganti penerima manfaat 
yang lain yang memang komitmen disana gitu, terus pun juga untuk bantuan 
wirausaha juga eee yaa kendalannya kendala di lapangan di SDM penerima gitu kan, 
karena memang yang kita cari itu tidak untuk penerima manfaat seumur hidup 
istilahnya, tapi kita juga punya rentang waktu, misal kita punya ee parameter 
keberhasilan sekian tahun dia berhasil bisa mandiri kita lepas gitu kan kita nyari yang 
lain kaya gitu, jadi ketika misal dari ee membernya atau penerima manfaat kurang 
komitmen itu bisa menjadi kendala di kita juga dalam hal penyaluran kita.  
 

3. Apakah pendistribusian dana zakat dilakukan di seluruh wilayah jogja atau hanya di 
wilayah tertentu? 
Kita secara sebaran diseluruh wilayah Jogja tapi titiknya di wilayah tertentu karena 
kan kita juga di Jogja kan ada banyak lembaga kemanusiaan ada juga miliknya 
pemerintah BAZNAS ya, kita juga sinergi dengan mereka jadi biar ga tumpang tindih. 
Misal kita suatu daerah gitu, disitu daerah binaannya BAZNAS misalnya ternyata 
Rumah Zakat masuk juga itu kita tidak akan melakukan hal itu, kita mencari wilayah 
lain yang ee itu memang belum tersentuh darimanapun jadi tidak overload dari 
berbagai macam lembaga, jadi sinergi kita kita atur dalam contoh salah satunya dalam 
hal-hal kaya gitu. 
 

4. Seperti apa kriteria standar mustahik di Rumah Zakat? 
Eee untuk kategori yang pendistribusian dana zakat itu kita memang masih mengacu 
ee yang ada di dalam at-taubah ya sesuai dengan ketentuannya delapan asnaf, Cuma 
kalo untuk yang infak sedekah kita lebih menggunakannya itu konteksnya lebih luas 
tapi memang secara pengacuan ke hukum untuk penyalur atau peneriam manfaat dari 
dana zakat kita memang tetap menggunakan beberapa kriteria kita sesuaikan juga 
dengan kriteria MDGs karena kita juga salah satu goalnya itu adalah mensukseskan 
target MDGs ho’o jadi MDGs itu kan kalo misal dari sisi kemampuan ekonomi itu 
pendapatan per kapitanya itu 1 dollar sehari, nah ketika dibawah itu berarti masuk 
kategori miskin itu, kemudian juga fakir kan jelas ya memang tidak memiliki 
pekerjaan tidak punya penghasilan, kemudianpun juga untuk yang ee kategori lemah 
iman kita biasanya juga kerjasama dengan ee lembaga-lembaga atau sejenis apa ya 
majelais taklim yang memegang kelompok-kelompok tersebut, kan ada ya yang 
khusus eee membina para muallaf misal seperti itu, kemuadian juga kami bersinergi 
dengan beberapa panti yang ada di Jogja seperti itu. 
 

5. Apakah setiap mustahik mendapat besaran dana zakat yang sama? 
Eee kita penentuannya bukan berdasarkan porsi dari dana zakat atau infaknya, tapi 
berdasarkan dengan ploting program kita, jadi misal ee beasiswa ya ada SD, SMP, 
SMA itu kan berjenjang, tiap jenjang juga ee mendapatkan nominal yang berbeda 



sesuai dengan ee tingkat kebutuhannya kan semakin besar semakin tinggi, nah 
kemudian juga untuk ee bantuan pemberdayaan ekonomi misalnya, jadi eee itu juga 
kita sesuaikan gitu, di awal misal kita kriteria bantuan eee sarana usaha atau bantuan 
modal itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan selanjutnya misalkan, jadi 
kita pembagiannya itu bukan berdasarkan asnaf buka tapi berdasarkan ee pemetaan 
program kita dengan syarat penerima manfaatnya itu masuk dalam kategori asnaf atau 
penerima manfaat tadi gitu. 
 

6. Bagaimana mekanisme penberian dana zakat? 
Kita sistem atau konsep yang kita gulirkan itu adalah penyaluran yang produktif, jadi 
meskipun itu kita berikan secara langsung dalam bentuk tunai ya, itu juga kita minta 
pertanggungjawabannya kepada penerima manfaat itu kemana larinya uang itu, 
bahkan kita sampai minta bukti misal dibelanjakan untuk modal ya, ya misal contoh 
pedagang gorengan gitu kan modal beli terigu, beli minyak beli apa sarana wajan dan 
sepertinya itu jelas ada bukti larinya kemana, jadi ketika dapat uang gitu misaln 
bantuan Rp 500.000 ee ternyata buat anaknya butuh sekolah atau beli buku gitu buat 
yang lain, gak seperti itu kita memberikan ada yang secara langsung ada yang secara 
tidak langsung tapi dengan mekanisme pertanggungjawaban (ada bukti tertulisnya) 
ya. 
 

7. Apakah pengemis termasuk dalam kategori fakir miskin? 
Eee kalo pengemis itu sebenarnya kita tidak bisa menjamin dia itu miskin atau tidak 
atau masuk dalam asnaf atau tidak, itu kenapa dalam peraturan kementrian itu 
kemensos ya itu kan juga sebenernya melarang untuk memberikan uang tunai 
walaupun itu seratus rupiah sekalipun itu kepada pengemis yang ada di jalan lebih 
baik diserahkan kepada lembaga sosial atau keagamaan yang dipercaya, karena 
implementasi kegiatan dari penyaluran pendistribusan yang dilakukan oleh lembaga 
itu dengan melakukan ya kalo bahasa ininya bahasa seleksinya fit and propertest lah 
yaa haha, jadi bener-bener kita seleksi rumahnya dimana kondisinya seperti apa nanya 
sama tetangga nanya sama pak RT ni bener ga ni warga sini, orangnya kesehariannya 
seperti apa kerja atau gimana gitu, kita sampai seperti itu, jad jelas kita ngasih duit 
kita istilahnya amanah dari para donatur larinya kemana jelas gitu he’e kalo di jalan 
kan kita ga tau ya mereka mungkin disini juga tinggalnya ngontrak tapi punya rumah 
misalnya di kampung halaman yang megah gitu kan kita ga tau ya waallahu’alam, 
jadi memang ee ekita tidak bisa menjamin bahwa mereka itu masuk ke dalam kategori 
asnaf atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena tidak ada kontroling 
kan ga ada yang mengontrol mereka seperti apa. 
 

8. Bagaimana sikap rumah zakat ketika ada muzaki yang reques mendonasikan dana 
zakatnya di wilayah tertentu? 
Kita biasanya ee fleksibel ya bisa menyesuaikan dalam artian misal ketika ada donatur 
atau muzaki menyampaikan bisa gak ini minta tolong disalurkan ke tetangga saya atau 
disalurkan ke RT sebelah gitu, kita biasanya juga melakukan cek dulu benar ga kalo 
memang itu membutuhkan gitu, karena kan kita juga meskipun itu amanah dari si 



muzaki tersebut kita juga bertanggungjawabnya ga Cuma sama muzaki tersebut tapi 
juga sama yang di atas ya, he e adi kita fleksibel biasanya mengikuti juga gitu kan 
requesnya dimana tapi kita juga survei juga gitu, jadi tidak hanya satu sumber saja 
gitu, biasanyakan dari muzakinya juga udah tau misalny dari tetangganya ada yang 
membutuhkan ya seperti itu nah kita juga melakukan kroscek juga. 
 

9. Apakah dalam proses pendistribusian, Rumah Zakat bekerja sama dengan lembaga 
lain? 
Kalo untuk pendistribusian kalo yang masuk dalam kategori program-program 
regulernya kita, kita lakukan sendiri dengan ee mitra atau member of penyaluran tapi 
masih masuk struktur organisasi rumah zakat Cuma memang bidangnya beda, bidang 
kesehatan kita ada namanya cita sehat pondation, bidang pendidikan namanya 
Indonesia juara, kemudian bidang pemberdayaan ekonomi namanya mandiri daya 
insani, tapi itu msih dalam payungnya Rumah zakat tapi mereka yang kemudian 
secara spesifik punya kapasitas di bidang tersebut untuk mendistribusikan, kemudian 
dalam kaitannya dengan pihak eksternal tadi itu lebih kepada membangun sinergisitas 
di lapangan, karena bagaimanapun kita saya yakin punya visi dan misi yang sama la 
untuk mengentaskan kemiskinan.   
 

10. Bagaimana cara menentukan mustahik zakat? 
Kalo mustahik itu yang bisa daftar permintaan kesini permohonan, bisa rekomendasi 
biasanya trus kemudian bisa kita yang survei turun ke lapangan di wilayah ICD 
tersebut, mm gitu kan sebelumnya saya pernah menyampaikan kita untuk pembinaan 
itu terintegrasi di wilayah titik ICD misal di kelurahan karet ee apa kecamatan 
banguntapan ee kecamatan danurejan kecamatan umbulharjo kaya gitu, kita nyarinya 
yang di wilayah itu kaya gitu. 
 

11. Apakah muallaf juga diberi dana zakat? 
Kalo di kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan si muallaf tersebut, ketika si 
muallaf itu secara ekonomi juga kurang kita pembinaannya juga terintegrasi ke 
wilayah ekonomi juga, tapi ketika misal hanya eee masih terkait dengan akhidah kita 
support dengan semacam mentor, ya mentornya juga kita support gitu kan karena 
memang itu dalam rangka untuk menjaga atau menguatkan akhidah muallaf tersebut 
gitu (mentornya itu dibayar pakai uang zakat itu?) ya. 
 

12. Pemberian modal menggunakan sistem apa? 
Kita sistemnya hibah karena itu dana zakat, tapi di internalnya mereka dalam 
membentuk ee apa namanya ee sistem pra koperasi ya, jadi kan misal kita punya 
sepuluh ni, sepuluh member gitu kan yang kita dapat ee kita berikan mereka 
pembinaan usaha, nah dari sepuluh orang itu kita bentuk dalam sebuah bentuk pra 
koperasi , jadi mereka dari dana-dana tersebut ee misal hasil keuntungannya dan 
sebagainya itu kita dalam tanda kutip wajibkan untuk bisa menabung gitu, jadi seperti 
halnya mereka mengembalikan hasil keuntungan dari modal yang pernah kita berikan 
ke kelompok tersebut gitu, tapi ya itu uangnya mereka tidak kemudian kembali ke 



rumah zakat itu tidak, karena itu dana zakat yang memang sudah kita hibahkan, 
kecuali yang misal bentuknya proyek kita bermitra dengan perusahaan atau dengan 
bank misalkan nah itu biasanya ada perjanjian tertentu yang kemudian itu dana harus 
balik karena itu bukan dana zakat tapi dana proyek dari mitranya rumah zakat gitu. 
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